l SALANAN s

| BUPATI KARANGANYAR
- PROVINSI JAWA TENGAH
| PERATURAN BUPATI KARANGANYAR * |
NOMOR' 40 TAHUN 2020 =
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA FATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang - : a. ‘bahwa untuk  melaksanakan ketentuan = Pasal 43
' T ‘Peraturan_‘ Pemerintah Nomor 72 “Tahun 2019 tentang
‘Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 'I‘ahun‘ -
20 l 6 tentang Perangkat Daerah perlu meryesualkan tugas
“dan fungs1 Rumah Sakit Umum Dacrah
b. bahwa untuk maksud diatas perlu menetapkan Perclturan L
Bupati tentang Kedudukan Susunan Orgammsx, ’I‘ugas',
_ ; dan F‘ung51 serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dac rah
Mengingat 1. Undang—Undang Nomor 13 ' Tahun 1950 tentang '
S Pembcntukan Dacrah daerah, Kabupaten . Dalam" . g
‘Lingkungan Prov1ns1 Jaw‘a Tengah o ‘ W T
2..Undang—Undang Nomor ? Tahun 2014 temdng Aparatur~"
-~ Sipil: Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan- Le.mbaran _Negara Repubhk
Indone51a Nomor 5494) 9

4

3..Undang—Undang Nomor -23 -Tahun 2014 ;‘tenta.ng.‘
Pemerintahan- Dacrah | (Lembaran 'Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indongsia Nomor .5587J scbagaimana’
telah  beberapa kali| . diubah terakhir ' d_engah' :
Undang-Undang Nomc;r ‘Tahun 2015 tentang Perubahan -
Kedua: Atas . Undang-U dang :Nomor; 23 . Tahun 2014
tentang Pemerintahan .Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoﬁesia Tahun 2015 Nomor :58, Tambahan - Lembaran -
Negara Republik Ihdonesia_Nomor 5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran N( gara .
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaumana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019. tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indénesid Tahun 2019 Nomor .
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) ; -

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 67) sebagaimana telah diubah:dengan. Peraturan

- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten:

~ Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 -
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn
Karanganyar Nomor 22),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI - TENTANG '“KED-UDUKAN SUSUNAN .
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BABI ..
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah ~Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom, V - :

Bupati adalah Bupati Karanganyar.



10.
11.

12.

13.

(1)

Sekretaris Daerah adalah Sekrétan‘s Daerah Kabupaten
Karanganyar. ] ' :
Dinas adalah Dinas Kabupaten Karanganyar

Kepala Dinas adalah Kgpala Dinas Kabupaten:
Karanganyar | '
Rumah Sakit adalah mstltum pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan -
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit - Umum adalah Rumah Sakit yang
memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan
jenis penyakit.

Rumah Sakit Umum Daerah selanjurya disingkat RSUD
adalah Rumah Sakit Umum yang merupakan unit
organisasi khusus pada Dinas yang menyelenggarakan
pclayanan kesehatan secara profesional.

Direktur adalah Kepala pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang
bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana. '
Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur
Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah .sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BABII
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal2 ‘
RSUD merupakan unit organiéasi yang bersifat khusus
dalam  penyelenggaraan layanan kesehatan secara
profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan
pengelolaan kepegawaian. ‘



ie

(2) RSUD dipimpin oleh Direktur'_ yang bertanggung jawab

secara administratif kepada Kepala Dinas.

Pasal 3
Berdasarkan fasilitas dan kemainpuanr pelayanan, RSUD
memiliki klasifikasi kelas C.

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahkan : _
1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
2) Sub Bagian Kepegawaian; dan o
3) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

c. Bidang  Pelayanan  Medik dan  Keperawatan,
membawahkan kelompok jabatan fungsional.

d. Bidang Penunjang Medik dan Non  Medik,
membawahkan kelompok jabatan fungsional.

e. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan :
1) Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
2) Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnj’za Direktur éebagzu’mana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

(3) Bagan Susunan Organisasi. RSUD seb_agzxirﬁana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 111
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 5 -
Direktur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

operasional perawatan pelayanan kesehatan dibawah Dinas.



Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Direktur mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan
pelayanan Kesehatan Rumah Sakit; ; .
b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan;
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
d. pelaksanaan fasilitasi kemitraaan pelayanan kesehatan
.dengan pihak ketiga;
e. penyelenggaraan program pemagangan dari lembaga
pendidikan kesehatan; '
f. penetapan rencana strategis bisnis;
g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional
pelayanan kesehatan; :
h. penetapan intensifikasi dan ekstensiﬁkasi pendapatan;
i. pclaporan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan
' Rumah Sakit; dan |

j- pelaksanaan tugas lain seshai(_ ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

- Pasal 7 | v ,
(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
‘ ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Direktur. ,
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha,
 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. .

Pasal 8 |
Kepala Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan
administratif di lingkungan RSUD. | ”

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan,
kepegawaiah, kerumahtanggaan,- informasi dan layanan
pengaduan Rumah Sakit; '



b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian,

kerumahtanggaan, informasi ‘dan layanan pengaduan
Rumah Sakit; '

c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk keperluan

rumah tangga RSUD;

d. pelaporan hasil kegiatan ketatausahaan, kepegawaian,

kerumahtanggaan, informasi fdan layanan pengaduan
Rumah Sakit; dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1), terdiri dari : ; |
a. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Kepegawaian; dan.
c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11
Kepala Subbagian Umum dan Rumah Tangga scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: -
a. penyusun rencana kegiatan bidahg pelayanan umum dan
kerumahtanggaan; ] ‘
b. pengkoordinasian pelaksanaan lpelayanan umum dan
kerumahtanggaan; : _
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pelayanan umum dan
kerumahtanggaan; i |
d. pelaporan  hasil kegiatan pelayanan umum dan
kerumahtanggaan; dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimalksud dalam

- Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:



penyusunan rencana = Kegiatan - bidang : pelayahan ‘
administrasi képegéwaian; . _
péngkoordinasia.n * pelaksanaan kegiatan pelayanan '
administrasi kepegawaian; _ : , "
pelaksanaan kegiatan . pelayanan adfninistra‘si.:
kepegawaian; Y ’

pelaksanaan fasilitasi penmgkdtah kompetensi pegawai;

‘pelaporan  hasil . kegiatan ' pelayanan admi‘nistrasiv“

, k_epegawaién; dan

pelaksanaan tugds lain sesuai kctentdéu_l yang berlaku.

Pasal 13

Kepala .. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

‘sebagaimana dimaksud daiam_ Pasal 10 ayat (1) huruf ¢

mempunyai tugas:

as

penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan hukum,

informasi, penanganan pengaduan = dan hubungan

masyarakat;

- pengkoordinasian ~ pelaksanaan kegiétan pelayanan
‘hukum, informasi penanganan pengaduan dan hubungan -

-masyarakat;

pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum, informasi B
penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat; ;
pelaporan hasil kegiafan pelayanan hukum, informasi

penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat; dan '

. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

' Bagiari Ketiga
- Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 14 :

(1) Bidahg Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat ;(1) huruf ¢ adalah unsur
pembantu Direktur. ' ' -

(2) Bidang Pelayanan Medilc dan Keperawatan dipimpin oleh

Kepéla Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur. '



Pasal 15
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan bertugas
memberikan pelayanan medik ‘dan keperawatan secara
pfofesibnal'di RSUD. v

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal '
15, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai
fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan medik dan
keperawatan;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan
medik dan kepcrawatan meliputi instalasi rawat jalan,
instalasi rawat inap, instalasi.-gawat darurat, instalasi
bedah sentral, dan instalasi lain sesuai ketentuan yang
berlaku;

¢. pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; .
d. pelaporan  hasil kegiatan pelayanan medik dan
keperawatan; dan ‘

e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat ;
-Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

B Pasal 17

(1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana .

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah. unsur
pembantu Direktur. ‘ . -

(2) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh Kepala

Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab vkepada"

Direktur.

Pasal 18 .
Bidang Penunjang Medik dan Non Medik Dinas bertugas
memberikan pelayanan penunjang medik dan non medik s.ecaré
profesional di RSUD. |



w

Pasal 19: ,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik -

~mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan penunjang
medik dan non medik;

b. pengkoordinasian  pelaksanaan  kegiatan  pelayanan

penunjang medik dan non medik;
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non
medik; o ,
d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan penunjang medik dan
non medik; dan '

e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Keuangan

Pasal 20
(1) Bidang Pengelolaan Keuangan  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pembantu
Direktur. E
{2} Bidang Pengeclolaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 21
Bidang  Pengelolaan Keuangan  bertugas memberikan

pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD secara profesional.

Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 21, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai
fu11gsi£- | o
a. penyusunan rencana kegiaian . bidang  pengelolaan
keuangan; . ‘
b. pengkoordinasian pelaksanaah kegiatan  pengelolaan
keuangan, ) A
c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;



d. pelaporan hasil keglatan pengelolaan keuangan;
e. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan '

f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 23
(1) Bidang Pengeloléan Keuahgan'; sebagaimana dimaksud
' dalam Pasal 20, terdiri dari : o
a. Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
b. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi ,
{2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi vyar\lg berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan
Keuangan.

' Paéal 24

Kepala Secksi Perencanaan dan Anggaran ~ sebagaimana

dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

a, penyusunan rencana Kegiatan bidang perencanaan dan
anggaran; | phim, o

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan

~ perencanaan dan anggaran;

¢. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran; .

d. pelaporan hasil kegiatan pergncénaan dan anggaran;

e. penyiapan bahan laporan kinerja dan laporan keuangan;
dan

b. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

. Pasal 95 ‘
Kepala Seksx Perbendaharaan dan Akuntan51 sebagannana
dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas;
a. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan
perbendaharaan dan akuntansi; '
b. pelaksanaan kegiatan pengelo!aan perbendaharaan dan
akuntansi; » .
c. pelaporan hasil kegiatan pengelolaan perbendahara:m dan
“akuntansi: dan

d. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.



Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

” Pasal 26 | |
Kelompok Jabatan Fungsional = ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

‘Pasal 27 _
(1) Kelompok Jabatan = Fungsional terdiri  dari tenaga
fungsional yang ferbagi dalam kelom‘pok sesuai'dengah‘-
bidang keahliannya. | 7 S
(2) Jumlah jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja; |
(3)Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana-
~ dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan

perundang-undangan

v Pasal 28
Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung -
jawab kepada Direktur melalui Seksi/Subbagian dan/atau |
Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabutanriya.yangl
' men.liliki -keterkaitan dengan. pelaksanaén tugas Jabatan

Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

- Pasal 29
. (1) RSUD Dbersifat otonom‘. dalam penyelenggaraan tata kelola L
Rumah Sakit dan tata kelola klinis ‘serta menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. _
-(2) Direktur- dalam pengelolaan kecuangan dan barang rhilik,
Daerah serta bidang kepegawaian bcrtaﬁggung jawab kepada -
Kepala Dinas, ' _ et
(3) Pertanggungiawaban sebégaimaha dimakéud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui 'penyahlpaian laporan pelaksanaan .



B

pengelolaan keuangan dan ba_rang mxhk Daerah serta bldang b

kepegawalan RSUD , . _
© Pasalzo

(1) Direktur merupakan Jabatan adrmmstrator atau _]abatan L

struktural eselon Il a.

(2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD 4
merupakan Jabatan Adrninistrator atau jabatan eselon III.b. '

(3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan pada RSUD merupakan 15 ot

Jabatan Pengawas atau jabatan eselon [V.a.

"Pasal 31

v;vDirektu'r"wajib menyampaikan 13;’59;@35(:9;1;& ;beikala'dengan :

~ tepat “waktu sesuai ketentuan, -

Pasal 32

Dalam ~ mehksanalmn tugasnya, ; D1rektur : wapb m'e!'.akuka‘n_

koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Baglan £ .

- dan Kepala Sek51 di lingkungan RSUD dan Dinas.

BAB V. ,
- KETENTUAN PERALIHAN -

: Pasal 33 _

Pada saat Pcratur'm Bupatl ini mulal berlaku maka pc Jabat yang B

.'.'vada tetap mcndudukl jabatannya dan mehksanakan tugasnya -
sampa1 dengan dltetapkannya pejabat yang baru berdasarkan -

~ Peraturan Bupati ini. L ‘

BAB VI G
KETENTUAN PENUTUP

: : Pasal 34

" Pada sa'xt Peraturan Bupati ini rnuleu berlaku Peraturan Bupati

 Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tcntang Organisasi dan Tata-

‘ Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dma's (Bcrlta Daerah Kabupaten -
Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53) yang mengdtur t:,ntang :

" "Rumah  Sakit Umum ‘Daerah - dlcabut dan dmyataka.n tldak 5

i berlaku



Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memcnntahkan pengundcmgan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar.

Dn:etapkan di Karangmyar

pada tanggal

i

BUPATI KARANGANYAR,

ttd
© JULIYATMONO
Dxundangkan di Karanganyar ‘
pada tanggal .
SEKRETARIS DAERAH,
ttd
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR ...

Saljpar-Sesuai dengan aslmya
Mw DAERAH
BUPATE SARANGANYAR

Hukum,

NIP19750311 199903 1 009

-._ 'J;j‘l

~..l:'



LAMPIRAY FgLE Ao
ﬁgRATURMYBUPATIKARANGANYAR
MOR @ AHUN gopg v 5
N ’I‘gNTANG .- XEDUDyg N, - SUSUNAN
SAT(ZAMSgsj, TUGAS pay FUNGSI sgRpa
i JA- U 1 : AK
DAERA R :1 R I\AH ,S;_U\'IT' UMUM

.~ BAGAN SUSUNAN QRGANISASI RUMAH SAKIT ’UMUM DAERAK

Kepala Dipag

Direlcrur

1

Sub Bagian Hukum dan -
Lngan Mag yarakat -

+ Sub Baging -,
’epegmvman =

Rumah Tangga

!

Sub Bagian ’
Umum dan

|

Bidang Peyalanan Medik dan . Bidang Penunjang Medik dan . Bideng Pengelo!ann Keusngen
b Keperawatan - : Non Medik
i Jabatan Fungsionaf

Jabatan Fungsional

——

Seksi
Percncannan dan Angraran

ksl Prrbcnd;i}mm.gn dan
Akunitansi

{

BUPATI KARANGANYAR,

cttd -

JULIYATMONO

ﬁi'-.:-:




